PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh - Pekanbaru KM 10, Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR \9% /BKPSDM-LK/2018

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa pengalokasian dan pelaksanaan anggaran dituntut
untuk lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas
anggaran, dengan mempedomani  prinsip-prinsip
anggaran kinerja yang terukur, bermanfaat, berdaya
guna dan berhasil guna;,

b. bahwa untuk mewujudkan anggaran yang berbasis
kinerja, sebagai bentuk komitmen peraturan perundang-
undangan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat
Daerah mengupayakan pengendalian dan pegawasan
yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Tahun Anggaran
2018;

c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf
b terarah dan terpadu, maka perlu adanya petunjuk
operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Huruf b dan huruf c diatas,
perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Kepala
Badan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);




10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33
Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai
Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat
Belajar/Ijazah;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaiman Telah Diubah
Dengan Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2002;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber daya Manusia (Berita Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 72);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2017 Nomor 79);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Petunjuk Operasional Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah sebagaimana tercantum pada lampiran
yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan
ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 3 Januari 2018

KEPALA BADA
PENGEMBANGANN MBER DAYA MANUSIA

TELAH DITELITI C/ P
(”w

BAGIAN HUKUM | ANET: A, AP, M.Si
)750515199501 1 001
Tembusan :
1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 193 /BKPSDM-LK/2018

TANGGAL : % JANUARI 2018

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 Tentang ketentuan
pelaksanaan, Peraturan Pemeritah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah di Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap PNS yang akan naik
pangkat pindah ke Golongan III dan IV wajib memperoleh dan lulus ujian
dinas, sedangkan kenaikan pangkat bagi yang memperoleh ijazah yang
lebih tinggi harus lulus ujian penyesuaian ijazah.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka pembinaan Kkarier
kepangkatan PNS maka Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota melalui
BKPSDM melaksanakan kegiatan ujian dinas dan penyesuaian ijazah
dengan menggunakan metode computer Assisted Test (CAT) sebagaimana
yang diamanatkan dalam Perka BKN Nomor 3 Tahun 2017 dan dituangkan
dalam DPA BKPSDM Tahun 2018.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011
Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh
Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99
Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Pemeritah Nomor 12
Tahun 2002.

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

g. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 211 Tahun 2012 Tentang
Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 30 Tahun 2016;

h. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor
80);

i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota




Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018.

3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan
kenaikan pangkat PNS dan untuk mengetahui dan mengukur tingkat
kemampuan PNS yang akan naik pangkat pindah golongan dan
penyesuaian ijazah.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan
Lokasi dari kegiatan ini adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Penjelasan Istilah

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan :

a. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian ,dan
digunakan sebagai dasar penggajian.

b. Kenaikan Pangkat adalah penghargan yang diberikan atas prestasi kerja
dan pengabdian PNS terhadap Negara.

c. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS
dari Pengatur Tk.I Gol.Ruang II/d menjadi Penata Muda Gol.Ruang
I/a.

d. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS
dari Penata Tk.I Gol.Ruang III/d menjadi Pembina Gol.Ruang IV/a.

e. Ujian Penyesuaian Ujazah adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan
bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat/Ijazah yang pangkatnya
masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang
baru diperolehnya.

7. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

8. Pembiayaan
Pembiayaan Kkegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2018, Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Tahun Anggaran 2018.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1) Melakukan Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan ujian dinas dan
penyesuaian ijazah dengan BKN sebagai instansi pembina.




2) Meminta usulan PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian
[jazah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota.

3) Melakukan seleksi adminitrasi terhadap berkas/bahan calon peserta
Ujian Dinas dan Penyesuaian [jazah dan mengirimkan Berkas yang telah
memenuhi syarat ke BKN.

4) Mempersiapkan dokumen administrasi pendukung kegiatan berupa
surat menyurat dan dokumen pendukung lainnya.

5) Melakukan koordinasi tentang jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian ljazah.

6) Memfasilitasi peserta dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian
[jazah.

7) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan

8) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN
Evaluasi dan Pelaporan terhadap kegiatan ini dilaporkan Kepada Bupati Lima

Puluh Kota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk Operasional Kegiatan ini disusun dan ditetapkan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal ¢ Januari 2018

KEPALA BAD, PEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA{

LANET BUDI(ll’ﬁ , AP, M.Si

NIP. 1?7505. 5 199501 1 001
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